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Konstitusi adalah
hukum dasar yang
berisi prinsip-prinsip
bernegara dan
mengatur hubungan
antara pemerintah
dan rakyatyang
diperintah. Maka,
mengubah konstitusi
bukan hanya urusan
MPR belaka,
melainkan juga
urusan seluruh

rakyat Indonesia!

ki konfirmasiketi-

ajelis Per
ratanRakyat(MPR)
periode  2019-
2024langsungtan-
cap gas di awal masa baktinya
untuk mematangkan rencana
mengamendemen  Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945.
Amendemen yang diklaim ter -
bataspadahaluannegaradanti-
dak mengubah sistem pemilih-
an atau masa jabatan presiden
itu bertujuan untuk memben-
tuk acuan pembangunan lintas
periodekepemimpinan.
Harapannya ke depan visi
dan misi pemimpin, dari presi-
den sampai kepala daerah,
mengacu pada satu petajalan
pembangunan nasional yang
digariskan MPR. Dengan be-
gitu, pembangunan nasional
dapat berjalan secara berkesi-
nambungan, meski berganti
periodekepresidenan.
_Kitaingin memercayai bah-
waamendemen inidilatariniat
tulus MPR. Meski demikian, di
tengah tingkat kepercayaan
terhadap lembaga perwakilan
rakyatyang tidak terlalutinggi,
kita patut mengajukan perta-
nyaan kepada MPR periode
2019-2024: amendemen UUD
1945iniuntuk apadansiapa?

Aspirasi Elite
Adacatatan “menarik” yang

- perludikemukakan terkaitren -

cana amendemen itu jika di-
bandingkan dengan empat kali
amendemen UUD 1945 mulai

1999-2002. Pertama, ide

amendemen I-IV UUD 1945

‘murni berasal dari aspirasi rak-

yatyangberadadalamtitikpun-

cak atmosfer gelombang re-

formasi dan pada saat yang sa -
ma elite yang berkuasa cender-

ung menolak atau setidaknya

menerima dengan berat hati

dan terpaksa karena sedang

menikmati kemewahan hidup

dizonanyamanstatusquo.

Kini sebaliknya, ide amen-
demen berasal dari elite politik
melalui rekomendasi MPR pe-
riode 2014-2019 kepada MPR
periode 2019-2024 yang lebih
mencerminkan kehendak be-
berapa partai politik yang me-
nguasaikursimajelisituketim -
bangrakyatbanyak. Istilah “re-
komendasi” ini pun cenderung
problematis karena patut dira-
gukan apakah ia benar-benar
merupakan kristalisasi aspira-
si dari masyarakat selama
2014-2019 atau sekadar ke-
inginan segelintir elite partai
politik yang kemudian di-
amplifikasi oleh MPR.

Kesanelitisideamendemen

ka pimpinan MPR berkunjung
ke kediaman Ketua Umum
PDIP Megawati Soekarnoputri
yang di antaranya membicara-
kan tindaklanjut rekomendasi
itu. Seperti diketahui, PDIP
adalah partai politik pertama
yang menggulirkan wacana
perlunya  membangkitkan
kembali GBHN.

Kedua, padaawal reformasi
rakyatmenganggap UUD 1945
adalah konstitusi yang cacat
sejak lahir dan menjadi biang
penyebab merajalelanya otori-
tarianismeOrdeBaru. Padaba -
gian lain, elite politik saat itu
menilai UUD 1945 adalah
konstitusi yang ideal salah sa-
tunya karena bersifat singkat

dansupel sehingga
tidak ~ lekas
.usang (verou -
derd). Dengan
demikian,

UUD 1945 tidak perlu diubah
tetapi dilaksanakan secara
murnidankonsekuen.

Saat ini, sebaliknya publik

"menganggap bahwa sungguh

pun UUD 1945 yang telah di-
amendemen empat kali tidak
sempurna, namun relatif cukup
berhasil mengantarkan kita
dengan selamat selama men-
jalani transisi demokrasi hingga
dua puluh tahun lebih. Artinya,
kita tidak mendengar aspirasi
masyarakatsipilyangbegituber-
nafsuuntuk mengamendemen
UUD 1945. Justru para elite
politik yang menganggap ada
kelemahanmendasarpadaUUD
1945 karena telah menghapus
kewenangan MPR menetapkan
GBHN dan karenanya mereka
menggebu-gebu  berhasrat
mengamendemenUUD1945.

Padahal, isu GBHN ini oleh
banyak kalangan dianggap se-
kadar manuver politik roman-
tisisme belaka ketimbang niat
tulusuntuk membentukacuan
pembangunan lintas periode
kepemimpinan.

Pasalnya, sebagai pengganti
GBHN, Dewan Perwakilan Rak -

yat (DPR) dan presiden telah
menetapkan Undang-Undang
Nomor 25/ 2004 tentang Sis -
tem Perencanaan Pembangun-
an Nasional yang mencakup
landasan hukum di bidang pe-
rencanaan pembangunan baik
olehpemerintah pusatmaupun
pemerintahdaerah.

Tidak hanya itu, untuk
menjaga pembangunn berke-
lanjutan, diterbitkanlah UU
Nomor 17/2007 tentang Ren-
cana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 yang berfungsi sebagai
arah dan prioritas pemba-
ngunan secara menyeluruh
yang akan dilakukan secara
bertahap selama 20 tahun.

Benar bahwa kedua un-
dang-undang itu belum sem-
purna karena tidak mencakup
seluruh lembaga negara. Akan
tetapi, jika memang belum
sempurna, jawaban yang pa -
lingrasionalada-
lah merevisi

keduaundang-undangitu,bukan
mengamendemenUUD1945.

Keinginan mengamende-
menUUD1945yanghanyaber-
tujuan menghidupkan GBHN,
padahal kita tetap memiliki
haluan negara, ini adalah salah
satu contohnya. Selain itu, be-
berapa rancangan undang-
undang kontroversial yang di-
bahas di pengujung pengabdi-
an DPR periode 2014-2019 na-
mun ditolak publik adalah con-
toh lain diskoneksi itu. Lemba-
ga perwakilan rakyat kita ter-
bukti acap memiliki agenda-
agendapolitiksendiriyangjauh
dari kepentingan rakyat yang
diwakilinya. Dalam keadaan
demikian, mengamendemen
konstitusi semestinya melibat-
kan seluruh masyarakat de -
nganmemberikankesempatan
berpartisipasi seluas-luasnya
melalui referendum dengan
meminta pendapat rakyat se-
cara langsung mengenai setuju
atau tidak setuju terhadap
perubahan UUD1945.

Kita pernah memiliki Kete-
tapan MPR Nomor IV/ MPR/
1983 tentang Referendum dan
dijabarkan lebih lanjut dengan
UU Nomor 5/1985 tentang Re -
ferendum. Keduanya menga-
tur bahwa referendum diada-
kan apabila MPR berkehendak
untuk mengubah UUD 1945.
Meskidemikian,aturaninidulu
dibuat hanya untuk memper-
sulit perubahan atau penggan-
tian UUD 1945 yangberisi ke -
tentuan-ketentuan yang lebih
menguntungkan penguasa ke-
timbangrakyat.

Ironisnya, justru p

Kini,dierademok

beberapa hal lain yang semes -
tinya harus dijawab dengan
mengamendemen UUD 1945,
namun tidak pernah dising-
gung sama sekali oleh MPR,
seperti penguatan Dewan Per -
wakilan Daerah (DPD), pe-
nyempurnaan otonomidaerah,
penguatan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), bahkan
keberadaan MPR itu sendiri
yang juga perlu ditimbang
ulang, Isu-isuinijauh lebih sub-
stansial ketimbang haluan ne-
garayangsudahadaaturannya.

Referendum

Setelah menjalani refor-
masi kita merasakan adanya
diskoneksiantaralembagaper-
wakilan (MPR, DPR, dan DPD)
dengan rakyat yang diwakili.
Merekahanyaterhubungsekali
dalam lima tahun, yakni saat
pemilihan umum saja. Selebih-
nya, lembaga perwakilan rak-
yat sering kali mengambil lang-
kah politik yang berlawanan
dengankehendakrakyat.

tinya referendum harus dilalui
jika MPR ingin mengamende-
men UUD 1945. Benar bahwa
Pasal 37 UUD 1945 memberi-
kan kewenangan kepada MPR
untuk mengubah konstitusi.
Akan tetapi, legalitasamende-
men UUD 1945 semacam ini
masih harus diiringi dengan
legitimasinyapula.

Legalitas hanya merujuk
padakeabsahankeputusanMPR
untuk mengamandemen UUD
1945karenatelahsesuaidengan
aturan yuridis yang berlaku.
Adapunlegitimasimerujukpada
seberapa jauh rakyat menerima
dan mengakui keputusan MPR
karenasesuaidengankaidahmo-
ralyangsepatutnya.

Konstitusi adalah hukum
dasar yang berisi prinsip-prin-
sip bernegara dan mengatur
hubungan antara pemerintah
dan rakyat yang diperintah.
Maka, mengubah konstitusi
bukan hanya urusan MPR
belaka, melainkan juga urusan
seluruhrakyat Indonesia! @



